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Kepada
800/ %% ‘l'il 218.412/2013 ¥ih, Kepala SKPD Lingkup
Seqgera Femerintah Kabupaten Bojonegoro
1 [satu) bendel di -
Pedoman Penyusunan Bojonegots
REA-SKPC dan RKA
PPED Tahun Anggaran

SURAT EDARAN -

Sehubungan dengan telah ditetapkanya Kebiakan Umum
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Semeantara (KUA FPPAS)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Bojonegora Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 26 Nopember 2013,
maka sebagai tindak lanjutnya diperintahkan kepada PPKD dan seluruh
SKPD untuk segera menyusun RKA-SKPD dan RKA-PFKD sesuai
dengan pedoman penyusunan sgbagaimana tenampir

Pedoman  penyusunan RKA-SKPD dan  RKA-FPRD,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini meliputi -

|, Teknis Penyusunan REA-SKPD dan RKA-PPKD.

Il. Hal-hal yang periu diperhatikan dalam penyusunan RKA-SKFD.
[ll. Hal-hal khusus lainya.

I, Batas Waktu Pengiriman REA-SKPD dan RKA-PPKD.

Cemikian untuk menjadi  pedoman dan dilaksanakan

sapenuhnys.

Bojonegoro, 26 Nopember 2013

1 EE ..:
—_ _'
| A A
i o i
4 i SOEHADI MOELJON

MIE 498004979 1986071 4 ONR



Lampiian  ©  Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro

MNomor

000/ 2RET 21841212013

Tentang * Pedoman Penyusunan REKA-SKPD dan REA-FPED TA. 2014

PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKFD DAN RKA-PPKD
TAHUN ANGGARAN 2014 .

. TEKHNIS PENYUSUNAN RKA-SKFD DAN RKA-PPKD

Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA dan FPAS, Pemerintah Kabupaten

Bajonegore menaerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKFD dan
RKA-PPKD, sebagal acuan/pedoman bagl Kepala SKPD dan SKPKD dalam manyusun

rencana kerja dan anggarannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun REA-

SKPD dan REA-PPKED antara lain .
+ Pagu anggaran masing-masing SKPD berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS

» RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendeXatan kerangka pengelusaran

jangka mensngah daerah, penganggaran lerpadu dan penganggaran berdasarkan

presiasi kata

« Pendexatan penganggaran berdasarkan prestas| kerja  dilaksanakan dengan

memgperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kelugran yang diharapkan

dan pelaksanazn program dan kegiatan serta manfaat yang diharapkan.

A. RKA-SKPD memuat antara lain
i Rincian anggaran Pendapatan SKPD, yang terdiri dari ;

1.

&
o
4

Fajak Daerah

. Retribugi Dagrah

Hasil pengelotaan kekayaan daerah yang dipisabkan

. Lain-Lain PAD yang sah

i. Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung SKPD antara lain

Boga P o

Gaji pokok gan tunjangan pegawal;

Tambahan Penghasilan PNS;

Belanja penedmaan lainnya Pimpinan dan anggeta DPRD serta KDHAVKDR.
Khusus pada Sekretariat DPRD dianggarkan pula Belanja  Penunjang

Cperasional Pimpinan DPRD, dll

i, Rincian anggaran Belanja Langsung menurut program dan kegiatan SKPD.
Formulir REA-SKPD terdin dari |



Formulir REA = SKPD.

Mernuat ringkasan anggaran SKPD yang sumber datanya berasal dan
piringkasan jumiah pendapatan menurut kelompok dan jenis pensrimaan yang 2iis
salam Fomulir RKA-SKPD 1. Jumlah Belanja Tidak Langsung menurut Kelompak
dan Jenis Belanja yang diisi dalam formulir RKA-SKPD 2.1 dan penggabungan dar
seluruh Jumlah Kelompok dan Jenis Belanja Langsung yang diisi dalam setiao
Farmulir RKA— SKFD 2.2.1,

Farmulir RKA - SKPD 1

Memuat rencana penefimaan SKPD, disesualkan dengan penerimaan
tertentu dar pelaksanaan tugas pockok dan fungs! SKPD sebagaimana ditetapkan
dalarn peraturan perundang-undangan. Kode Reksning, Uraian nama Kelompok,
Jenis, Obyek dan Rincian obyek pendapatan yang dicantumkan dalam
REA-SKPD 1 barsumber dari PAD.

Farmulir REA - SEPD 2.1

Memuat rencana kebutuhan Belanja Tidak Langsung SKPD yang terdin car
Belanja pegawai untuk Gaji pokok, tunjangan pegawai dan tambahan
penghasilan Khusus untuk SKPD Sekretariat DPRD dianggar<an puia Belanja
Panun:ang Operasional Fimpinan TOFRD.

Formulir RKA - SKPD 2.2.1

fMemust rencana Belanja Langsung dari setiap Kegiatan yang di Programean,
sehingga apakila dalam 1 (satu) Program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka
setiap Kegiatan dituangkan dalam formulir RKA-SKPD 2.2.1 masing-masing.

Formulir BKA - SKPD 2.2

Memuat Rekapitulasi dar seluruh program dan kegiatan SKPD yang gikulip
dari setiap farmulir RKA - SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut
Program dan Per Kegiatan SKFD),

RKA-PFKD

Pasal 58 ayat (3) Permendagr Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pangelolaan Keuangan Daerah, sebagalmana talan diubah beberapa kali terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kadua Atas
Parmendagr Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, bahwa pada Satuan Kera Pengelola Keuangan Daerah selain REA-SKFD
disusun pula RKA-PPKD yang dipergunakan untuk menampung |



i Rincian anggaran Pendapatan PPRD meliputi :
1. Penerimaan Dana Permbangan terdin dan
a. Dana Bagi Hasil Pajak! Bukan Pajak
b, Dana Alokas: Umum
¢, Dana Alokasi Khusus
2. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari :
g Pendapatan Hibkah
b Pendapatan Dana Darurat
Dana Bagl hasil Pajak dari Pemearintah Provins

&
d. Dana Penyesusaian
e. Bantuan Keuangan dan Provins

. Rincian anggaran Belanja Tidak Langsung PPED. terdin dan |
+ Belanja bungs;
¢ Belanja subsidi

(o]

Balanja nibah;

¢ Belanja bantuan sosial,

5 Belanja bagi hasll;

5. Helanja bantuan ksuangan; dan
Balanja tidak terdugs

|

i. Rincian Pembiayaan
1. Penerimaan pembiayaam
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TA. Sebelumnya
b, Pencairan dana cadangan
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Dasrah
Penerimaan kemball pemberian pinjaman

™ @oo

Fanerimasn piutang daerah
g. Pererdmaan kembali investasi dana bergulir
2. Pengesluaran pembiayaan
a. Pembentukan dana cadangan
. Penyertaan Modallnvestasi pemerintah dasrah
Pembayaran pokok hutang
d. Pemberian pinjaman daerzh



Farmuiir BEA-PPKD terdiri dari ;

T

%,

Formulir RKA-FPKD

Mamuat ringkasan anggaran PPKD yang sumber datanys berasal dari
peringkasan jumiah pengapatan menurut Kelompek dan Jenis yang disi dalam
formulir  RKA-PPKD.1,  Jumlah Befanja Tidak Langsung  menurul  Kelomock
dan Jenis Belanja yang diisi dalam formulir RKA-PPED 2.1, Khusus formulir RRA-
PPKED, setelgh baris surplus dan defisit anggaran, diuraikan penerimazan dan
pengeluaran pembiavaan sebagaimana tercantum dalam formullr RKA-PERD
3.1 sara formulir RKA-FFKD 3.2
REA - PPKD 1

Memuat rencana pendapatan PPKD yang disesualkan dengan pendapatan
iertenty yang axan diterima dari  pelaksansan tugas pokok dan fungsi PRKD
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
RKA - PFPKD 2.1

Memusat rencana kebutuhan Belanja Tidak Langsung PPKD pada tahun
anggaran yang direncanakan. Pengrsian Jenis Belanja Tidak Langsung berpeccman
pada |

- Pergturan Menteri Dalam Negan Momor 13 Tahun 2C08 tentang Psdoman
Fengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 21 Tahun 2011 temang
Perubahan kedua Atas Peraturan Meanteri Dalam Megeri Momor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasrah.

- Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 3% Tahun 2012 tenté'ﬁg Perubahan atas
Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 lentang Padoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dan AFBD.

- Peraturan Bupati Bojonegore Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua
atas Peraturan Bupati Bejonegorc nomor 30 tshun 2012 tentang Pengelolaan
Femoerian Hibah dan Bansos.

RKA - PPKD 21

Memuat rencana penerimaan pemblavaan Pamerintah Daeran,

RKA - PPKD 3.2
Memuat rencana pengeluaran pembiayaan Pemerintan Daerah.



I HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD

PRINSIP PENYUSUNAN RKA-SKPD

Panyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2014 didasarkan pada prinsip

sebagal bertkut

1’

o

Rangkaian usulan kegiatan konsisten dengan sasaran dalam RPJMD dan
Renstra SKPD, kecusll ada perubahan isu strategis yang signifikan dan
mendesak,

Usulan kegiatan antar dan intra Unit Kerja harus saling memperkuat satu sama
lain, serta tidak twmpang tindih maupun saling bertentangan.

ronsisten dan sinkron dengan kegiatan sebelumnya, tdak jalan diempat, tetap
maju mencapai target Visi SKPD dan Dagrah

Usulan kegiatan SKPD adalah merupakan respon terbaik lerhadap
permasalahan dan potensi faktual terkini yang dinadapl dalam rangka
mewujudkan Visi 3KPD dan Daeran.

Tepat dalam penempatan rekening belanja, sehingga dalam pelaksanaanya
tidak perlu dilakukan pergeseran anggarsn.

SKPD menetapkan target capaian kinerja pada setiap kagiatan, yang berujuan
untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan mempéerjsias
ofcktifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus
memhbarikan informasi yang jelas dan terukur serda memiliki korelasi largsung
dengan keluaran yang dinarapkan dari program dan kegiatan dimaksud difinjau
dari aspek indikater, tolok ukur dan target kinerjanya {input. output, hasii, capaian

program).

B. PENDAPATAN

1

Penganggaran pendapatan agar memperhatikan hal-hal sebagal berikul |

Rencara pendapatan tidak ditetapkan terlalu rendah, tetapi marupakan perkiraan
yang terukur secara rasional yang dapat dicapal untuk setiap  sumber
cendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaanya

Penerimaan gtas j8sa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber
dari haszii klaim kepada Badan Penyslenggara Jaminan Scsial (BFJS) yang
diterima olah SKPD atau Unit Kerja pads 3KPD yang belum menerapkan PPK-
BLUD, dianggarkan pada akun pengapatan, kelompok pendapatan PAL, jens
pandapatan Retribusi Daarah, cbyek pendapatan Retribusi Jaza Umum, rincian

chyek pandapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan,



C. BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG

A

;

2,

+

4.

Belanja Pegawai

» Besarmya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuatkan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sera pemberian gajl
ketiga belas.

« Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daeran
mempedomani Peraturan Pamerintah Nomeor 83 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insantif Pemungutan Fajak Daerah dan
Retriousi Dasrah.

» Tunjangan profesl guru PNSD dan dana tambahan penghasidan guru PFNSD
dianggarkan pada jenis belanja pegawsi, dan diuraikan kedalam cbyek dan
rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan

Belanja Subsidi _
Beianja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lemzaga_tertentu agar harga
jual darl hasll preduksinya terjangkau oleh masyarakal yang daya belinya terbatas,
Produk yang diberi subsidl merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup
orang banyak, Sebelum belanja subsidi terssbut dianggarkan harus larlebin dahulu
dilakukan pengkajian agar diketahul besaran subsidi yang akan diberikan, tepat
sasaran dan fidak berentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah dan Bantuan Soslal

Tata cara penganggaran, pelaksanzan dan penafausahaan, pelapcran dan
pertanggunygjawaban sera monitoring dan evaluasi pemberian hipah dan
bantuan sosial yang bersumber dar APBD harus mempedomani peraturan
«epala dasrah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
tentang hibah dan bantuan sosial.

Belanja Bantuan Keuangan

» Banan keuangan kepada partai pelttk dianggarkan pada jenis beanja
bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada parial politk
dan rinclan obyek belanja nama parial politk penerima bantuan keuangan,
Besaran penganggaran, pelakzanasn dan partanggungjawaban bantuan
kauangan kepada partal peltik berpedoman paca pefaturan peruncang-
undangan di hidang bantuan keuangan kepada partai politik.



» Penganggaran belanja bantuan keuangan Kepada desa harus ciurgikan
daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuargan
sebagai rinclan obyek penerima bantuan keuangan sesuai kede rekening

barkenaan.

5. Belanja Tidak Terduga
Penganggaran belanja tidak terdugs dilakukan secara rasional dengan

memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2013 dan kemungkinan adanys
xegiatan-kagiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya. di luar
kendali dan pengaruh pemerintah daersh. Belanja tidak terduga merupakan
palanja untuk mendanal kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
keiadianya berulang, =epertl kebutuhan tanggap darurat  bencans,
pananggulangan bencana alam dan bencana sosial yang ldak tedampung
dalam program kegiatan Tahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan dacrah tahun-tahun sebelumnya.

BELANJA LANGSUNG
Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13

Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolzan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomaor 27
Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Ataz Peraturan Menteri Dalam Meger Momo:
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolasn Keuangan Daeran, disebutkan
hahwa Belanja Langsung terdin atas |
« Belanja Pegawai
« Belanja Barang dan Jasa; serta
« Belanja Modal

Berkenaan dengan alokasi belanja langsung pada masing-masing  REA-
SKPD dalam rangka pelaksanaan Frogram dan Kegiatan, perlu memperhatikan hal-

halsbb

1. Belanja Pegawai
Sepagaimana diatur pada pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomaor 13
Tahun 2006 tentang pedoman pengelclaan keuangan daerah, disabutkan bahwa
belanjz pegawai dianggarkan untuk pengeluaran honorariumiupen dalam
malaksanakan pragram dan kegiatan pemenntah daerah
Penganggaran belanja pegawai agar memperhatikan hal-hal sebagai barkut -



1. Penganggaran henorarium bagi PNSD supaya dicatasi frekuensinya sesuai
dengan kswajaran beban tugas FNSD  yang bersangkutan, Dasar
penghitungan besaran honorarium disesualkan dengan Standar Biaya yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2 Penganggaran Honorarium MNon PNSD, hanya dapat disediakar bagi
peqawal tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontriusi seris
yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada
masing-masing SKPD.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Sebagaimana diatur pada pasal 52 Peraturan Menteri Dalam Negen MNomor

13 Tahun 2006 teniang pedoman pengeiclaan keuangan daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menter Dalam MNegeri Nomar 21 Tahun 2071,

disebutkan banwa belanja barang/Jaza, dipergunakan unfuk menganggarkan

nengadaan barang/fasa yvang nilal manfaatnya kurang dan 12 (duabelas) bulan
dan barang yang akan disershkan alsu djual kepada masyarakatpihak kelga.

Fenganggaran belanja barang/jasa agar memperhatikan hal-ha! sebagal berikut

1 [alam mengtapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar
diszsusikan dengan RKebutuhan riil dan  dikurangi dengan sisa barang
persedigan tahun  anggaran 2013 Untuk menghitung  kebutuhan il
disesuaixan dengan pelaksanaan tugas pokek dan fungs! SKPD aengan
memparimbangkan jumlah pegawai dan valume pekerjaan

2. Alokasi umtuk pemberian jasa narasumbertenaga ahli dalam kagiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesual kode rekening
berkenaan dan besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daeran

3. Sebagsimana diatur pada pasal 11 ayat 3 Peraturan Menter| Dalam Negeari
Nomer 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menterl Dalam
Megerl Momor 32 Tahun 2011 tentang Padoman Pemberian Hibanh dan
Bantuan Sosial Yang Berzumber Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah dizebutkan bahwa "Hibah berupa barang atau |jasa dianggarkan
dalam ksfompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
kegiatan. yang diuraikan kedalam jenis belanmja barang dan jasa, obyek
belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau

jasa yang diserahkan kepada plhak ketiga/masyarakat pada SKFD",

4. Belanja hibah barangfjasa yang akan diserahkan kepada pihak
wetiga/masyarakat dimaksud dianggarkan =ebessr harga  belifbangun
barangjasa yang skan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat aitamaah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaanipambangunan barangasa

Lot = e el e D6 S g B |
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5, Penganggaran belama perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan

stidi banding, baik perjalanan dinas dalam negern maupun luar neger,
dilakukan secara ssalektif, frekuensi dan jumiah harinya dibatasi seria
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksug sehingga
relevan dengan substansl kebijakan pemerintah daerah, Hasil kunungan
kerja dan studi banding dilaporkan sesuai cengan peraturan perundang-
undangan

Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan. bimbingan teknis
aau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia
Pimpinan dan Anggota DPRD seria pejabat'staf pemarintah dasrah, yang
tempat penvelenggaraanya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif
dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi saria
maniaat yang skan dipercleh dan kehadiran dalam pendidikan dan pelatinan,
bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan

anggaran daerai.

3. Belanja Modal
Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilasukan
dalam rangka pengadaan asset telap yang mempunyai nilai manfaat lebih dari
12 bulan untuk kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilal minimal kKapialisasi

zzet. Nilai yang dianggarkan dalam belanja medal sebesar harga bell tarang

asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pambangunan

assst zampal siap digunakan
Belanja modal digunakan untuk antara lain ¢

1,

Selanja modal tanah
Pengangaaran belanja pengadaan tanah berpedoman pada Peraturan Menier

Dalam Megeri Republik Indonesia Nomer 72 Tahun 2012 tentang Biaya
Cperasional dan Biaya Pendukung Penyslenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Uniuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Darl Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah,

. Belanja moaal peralatan dan mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam
palaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya
instalasi, serta biaya fangsung lainyva untuk mempereleh dan mempgersiapkan

sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
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3. Belanja modal gedung dan bangunan
Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kKontrakiual
sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakar meliputi biaya
semoalian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB. noaris dan
pajak {kcntrakiual) dan biaya-blaya lain yang dikeluarkan sampal gedung dan
bangunan tersebut siap cigunakan
Dalam belanja ini termasuk tiaya uniuk perencanaan dan psngawasan yang
terkait dengan perolehan gedung dan bangunan. o

4. Belanja rmodal jalan, irigasi, dan jaringan
Pengelusran untuk memperaleh jalan dan jembatan, rigasi dan jaringan
sampai siap pakal meliputi biaya perclehan atau biaya kontruksi dan biaya-
biaya lain yvang dikeluarkan sampal Jalan dan jembatan, ifgasi dan jarirgan
tersebut siap pakar. Dalam belanja inl tesmasuk biaya untuk penambahar dan
penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai asef, dan di
atas batas minimal nilal kapitalisasi jalan dan jembatan, ingasi gan aringan.

5. Belanja modal lainya
Pengeiuaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan moda untuk
pengadaanpembangunan  belanja modal f@innya  yang  tidak  dapat
dixtasifikasikan calam perkirazn kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan
Measin, Gedung dan Bangunan, Jaringan {Jalan, Irigasi dan |ain-lain)
Tenmmasuk  dalam  belana  modal e kontrak sewa  pel feasenoid)
pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (afd pleces). berang-harang
purbakala dan barang-barang untuk museum, geria hewan ternak, busu-buku
dan jumal iimiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan cissrahkan
kepada masyarakat.

. Belanja modal Badan Layanan Umum Daarah (BLUD)
Pengeluaran untuk pengadaan/perclehan/pembelian asef yvang dipergunzkan
dalam rangka penyeslenggaraan operasienal BLUD.

Kritaeria belanja modal :

1, Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan assst tefap ataul
assef lainya yang dengan demikian menambah asset pemeriniah.

2, Pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimal kapitalizasi assat vang telah
ditetapkan oleh pemerintan.
- Untuk pengad=an peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit

barang adalah sebesar B, 300.000.-
- Untuk pembangunan danfatau rehab  beratiiekonstruks) gedung . oan
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3. Perolehan asset terssbut dinigtkan bukan uniuk dijual'diserahkan kepada
oihak ketiga/masyarakat,
4, Aset terzebut mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan.
Beberapa kesalahan yang sering terjad| dalam penganggaran;

1. Kelidaksesuaian antara kegiatan dan belanja.
- Kesalahan penganggaran belanja modal dalam kegiatan yvang outputnya tidak
menghasilkan carang milik daeran

| No | Kegiatan | Cutput Input belanja |

1 | Pembayaran jasa | Terbayarnya Belanja modai |
komunikasi, sumber daya tagihan telepon, | pengadaan irstalasi
air dan listrik air dan listrik listrik

2 | Rapat-Kapat Koordinasi  Laporan Belan|a rodal
dan Konsultazi Ke Luar Pengadaan
Daerah 1 romputer Notebock

3 | Kegiatan Ulian Masional dan | Terlaksanannys UN | Belanja rodal
Ujian Akhir Sekolah Berstandar | dan UAS Pengadaan
Nasianal Komputer/PC

- Kesalahan penganggaran dan perspekir hubungan kegiatan, cutsut dan input

belanmnya,
N Kegiatan ' Cutput Input belanjs |
| 1 | Penyedizan jasa peralatan | Tersedianya | Belanja  perswaian |
dan perlengkapan kantor. paralaian, rendaraan bemaotor
perlengkapan
Ll " _ kamtor |
2 | Pembayaran 1ass | Terbayarnya Belanja surat kabar,
komunikasi, sumber daya | tagihan lelgpon. | majalan, |
| air dan listrix | air dan listrik ! o

2, Kesalahan penentuan jenis belanja [belanja pegawsi, barang jasa dan belanja
madal),

Mo uraian | gianggarkan | __ koreksi
1 | Pembayaran konsulfan | Belanja  barang | Belanja modal
perencanaan  pembangunan  |asa

gadung kantor

2 | Pembelian accu mobil dinas Belanja modal Belahnia bérang

+ Pengecatan, pembuatan | Belania modal EBelanja barang
partisi, gordyn

2. Kesalahan penentuan rekening belanja

| Mo Nomenkiatur rekening belanja = Rincian belanja korsksi
1 | Pergadaan kemputer PC Komputer, Komputer FC
Printar, Laptap
£ | Belanja catak | Fotocopy Cetak banner, leaflat |
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Beberapa contoh penentuan jenis belanja yang benar .

No | Uralan Klasifikasi Keterangan
1 | Pembelian ban, oli, bensin | Belanja barang
| dar senvisftung up :
2 | Pengecatan pembuatan | Belanja barang -
parisl, gordyn, karpat -
% | Pembelian memory PC dan | Bglanja modal
Up Grade PC _ 1
4 | Pengisian freon AC dan serviz | Belanja barang
AC
§ | Pembelian meubelair  dan | Belanja modal Memenuh| nilai
dispensar minimum kap'lalisasi
&  Pambuatan saluran irigasi | Belanja mogal _
7 | Overhaul kendaraan dinas | Belanja maodal “Bukan berkala/rutin
B | Biaya lelang pengadaan aset | Belanja modal
B | Perbaikan jalan berlubang _| Belanja barang
10 | Peningkatan jalan dan | Belanja modal

tnakadam ke HOTMIX atau
Faving

' 11 | Paningkatan jalan clari
makadam ke HOTMIX atau
Paving yang  diserghkan
kepada masyarakal

Belanja barang

Eelanja barang

|12 | STNK

EED Eangunan yang akan
diserahkan kepada
masyarakat

Belanja barang

14 | Peralatan dan mesin  yang
akan diserahkan kepada pinak
ke tiga

Belanja barang

15 | Pembayaran tenaga
keamanan dan &lening senvica

Belanja barang jasa

16 | Pembelian ACCU mobil dinag

| Secara kontrakoual

Belanja barang

7 | Parmbelian tape mobil dinas

Belanja rn:::l:lal

18 | Penambahan jaringan listrik

Belanja rn-::u_u:!al

19 | Penambahan jaringan dan
pesawat telepan

Belanja modal

Mermeruhi nilai
minimum kapitalisasi

20 | Perjalanan dinas pangadaan
aset (kecuall pengadaan

Belanja modal

tanah) =

21 | Pembelian lampu ruangan | Belanja barang I
kkantor I

22 | Konsutan perencanaan | Belanja modal i
rembangunan gedung dan
Bandgunan

23 | Perbaikan atap gedung kantor

Belanja barang

24 | Perbalkan atap dari seng ke
| rriultirosf

Belanja modal

25 | Peralanan dinas psngadaan
| agef tanah

Belanja bararg jasa

-

Permendagri no. 72

| tahun 2012

Jika terdapat rekening belanja yang belum terakomodir di SIMDA. SKPD

berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
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. HAL-HAL KHUSUS LAINY A

A

Penvediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya diperkenankan untuk
kagiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sesert
DAK sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Memor 33 Tahun 2004,
penerimaan hibah dan bantuan |luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana
pendamping darn AFBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Femerintah Nomaor
2 Tanun 2012 tentang Hibah Dasrah.
Dana sisa DAK vang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, digunakan
untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang sama dengan mengacu pads
petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnys atau Tahun Anggaran 2014, Dana
zsiga fender keglatan yang bersumber darn DAK Tahun Anggaran 2014,
digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau untuk menambah volumetarget
capaian program dan kegiatan yang sesual dengan bidang DAK vang sama.
DAK yang sudah ditenma di Kas Daerah, tetapl program dan kegiatan belum
dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, maka program dan kegiatan lersebut
dapal dilaksanakan pada Tehun anggaran 2015 dengan berpedoman caca
Petunjuk Teknig Tahun Anggaran 2014,
Dalam rangka mendukung efektifitas implementast pregram penanggulangan
kemiskinan melalui Program Masicnal Pemberdayaan Masgyarakat [FNFM)
Pardesaan dan Persctaan, pemerintah daerah harus menyediakan dana
pandamping vang bersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja
bantuan sosial sesual Peraturan Menten Keuwangan Nomor 158/FMK.O7/2008
tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Dasrah Unluk
Penanggulangan Kemiskinan.
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengeiclagn keuangan agaarah,
pertanagungiawaban atas komponen perdalanan dinas khusus untuk hal-hal
sebagai berikut dilakukan sesual ketentuan peraturan parundang-undangan yang
mengatur mengenai perjalanan dinas dalam dan luasr negeri hagl pejabat negara
pegawai negeri dan pegawai tidak tetap:
a. Sewa kendaraan dalam kots dan biaya transport dibayvarkan sesuai dengan
oiaya riil;
b, Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan
merupakan oatas tartinggi;
¢, Biaya panginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal palarsana
parjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hote! atau tempat penginapan
lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan ssbesar 30°%
(tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesusr dangan
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Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikuisernakan non PNSD
dipsrhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran
parjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang
ditetapkan dengan peraturan kepala dasrah,
Bagi SKFD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD. agar:
a. Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan
Anggaran (REBA),
b, Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, menglkuti tahapan dan
jadwal proses penyusunan APBD.
Untuk  meningkatkan  efektifitas pEnyusunan anggaran Belanja
Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014, perlu diperhatikan bahwa
dana BOS yang bersumber dari APEN diperuntukkan bagl penyelenggaraan
satuan pendidikan désar dan meanengah sebagal pelaksanaan program wajib
belajar duz belas tahun. Unfuk dana BOS yang bersumber dari APED, bagi
sakolah negert dianggarkan dalam bentuk program gan kegiatan, untuk sekolah
ewasta dianggarkan pada belanja hibah di PPKD, Penggunaannya dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

. BATAS WAKTU PENGIRIMAN RKA SKPD DAN RKA PPKD

RKA SKPD dan RKA PPKD dikirimkan ke Badan Pengelolaen Keuangan dan

Kekayaan Dasrah (BPKKD) Kabupaten Bojensgoro dengan diberi tanggal

27 Mopember 2013, dan diterima paling lambat tanggal 28 Nopember 20135 dalam

tarmat SIMDA. Berupa hard copy rangkap 1 (satu) dan soft copy (renstra, indikator

anggaran, anggaran kas). Bagi SKPD yang sudah online dengan SIMDA BPKKD

lidak parfu mengirimkan data soft copy.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaanya,

Bojonegoro, 25 Nopember 2013

ﬁ"’@;aumn BOJONEGORO
£ SEKRETARIS DAERAH
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